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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana pelanggaran atas hak-
hak konsumen yang apabila dilakukan oleh
korporasi dapat menimbulkan
pertanggungjawaban pidana dan bagaimana
pertanggungjawaban pidana korporasi akibat
melakukan pelanggaran atas hak-hak
konsumen. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Pelanggaran atas hak-hak konsumen apabila
dilakukan oleh korporasi dapat menimbulkan
pertanggungjawaban pidana, seperti
memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi
atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan menawarkan,
mempromosikan, mengiklankan suatu barang
dan/atau jasa secara tidak benar atau
menawarkan barang dan/atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan
atau membuat pernyataan yang tidak benar
atau menyesatkan dan menawarkan barang
dan/atau jasa yang ditujukan  untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian yang
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, termasuk melakukan penjualan yang
dilakukan melalui cara obral atau lelang,
dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi akibat
melakukan pelanggaran atas hak-hak
konsumen maka pengurus korporasi dapat
dikenakan pidana penjara atau pidana denda.
Korporasi dapat dikenakan pidana denda.
Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan
luka berat, sakit berat, cacat tetap atau
kematian diberlakukan ketentuan pidana yang
berlaku. Selain sanksi pidana hukuman
tambahan vyang dapat dikenakan berupa:
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perampasan barang tertentu; pengumuman
keputusan hakim; pembayaran ganti rugi;
perintah penghentian kegiatan tertentu yang
menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
kewajiban penarikan barang dari peredaran;
atau pencabutan izin usaha.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana,

Korporasi, Pelanggaran Atas Hak-Hak
Konsumen
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang  tentang  Perlindungan
Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu
pada filosofi pembangunan nasional bahwa
pembangunan nasional termasuk
pembangunan hukum vyang memberikan
perlindungan terhadap konsumen adalah dalam
rangka membangun manusia Indonesia
seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah
kenegaraan Republik Indonesia vyaitu dasar
negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-
Undang Dasar 1945.°

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1
angka 3. Pelaku usaha adalah setiap orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi. Dalam Penjelasan
Pasal 1 angka 3, dijelaskan Pelaku usaha yang
termasuk dalam pengertian ini adalah
perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi,
importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Piranti hukum yang melindungi
konsumen tidak dimaksudkan untuk
mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi
justru sebaliknya perlindungan konsumen
dapat mendorong iklim berusaha yang sehat
yang mendorong lahirnya perusahaan yang
tangguh dalam menghadapi persaingan melalui
penyediaan barang dan/atau jasa yang
berkualitas. Di samping itu, Undang-undang
tentang Perlindungan Konsumen ini dalam

3 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
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pelaksanaannya tetap memberikan perhatian
khusus kepada pelaku usaha kecil dan
menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya
pembinaan dan penerapan sanksi atas
pelanggarannya.

Korporasi juga termasuk badan hukum
(rechtpersoon) yaitu dengan menunjuk pada
adanya suatu badan yang diberi status sebagai
subjek hukum, disamping subjek hukum yang
berwujud manusia alamiah (natuurlijk persoon).
Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup
hukum pidana sebagai subjek hukum sejak
munculnya fenomena-fenomena kejahatan
korporasi.*

Pelaku usaha adalah setiap orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.> Penjelasan Pasal 1
angka 3. Pelaku usaha yang termasuk dalam
pengertian ini adalah perusahaan, korporasi,
BUMN, koperasi, importir, pedagang,
distributor dan lain-lain.

Pelanggaran atas hak-hak konsumen dapat
terjadi dalam produksi maupun perdagangan
barang dan/atau jasa. Apabila pelanggaran atas
hak-hak konsumen dilakukan oleh korporasi,

maka korporasi dapat dikenakan
pertanggungjawaban pidana.
Pertanggungjawaban pidana terhadap

korporasi yang terbukti secara sah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah melakukan pelanggaran atas hak-
hak konsumen, merupakan bagian dari
penegakan hukum pidana untuk memberikan
efek jera bagi pengurus dan korporasi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelanggaran atas hak-hak
konsumen yang apabila dilakukan oleh
korporasi dapat menimbulkan
pertanggungjawaban pidana ?

* Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cet. 1.
Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 89.

® pasal 1 angka 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana
korporasi akibat melakukan pelanggaran
atas hak-hak konsumen ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan
dalam menyusun penulisan ialah metode
penelitian  hukum normative. Bahan-bahan
hukum yang diperlukan dikumpulkan melalui
studi kepustakaan.

PEMBAHASAN
A. Pelanggaran Atas Hak-Hak Konsumen
Apabila Dilakukan Oleh Korporasi Dapat
Menimbulkan Pertanggungjawaban
Pidana
Pelanggaran atas hak-hak konsumen apabila
dilakukan oleh korporasi dapat menimbulkan
pertanggungjawaban pidana dapat diketahui
sebagaimana pengaturan yang diatur dalam
Pasal 62 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

1. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang  Perlindungan
Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat
(2), dan Pasal 18.

Secara tradisional suatu kontrak terjadi
berlandaskan asas kebebasan berkontrak di
antara dua pihak yang mempunyai kedudukan
yang seimbang. Kedua belah pihak berusaha
untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan
bagi terjadinya kontrak itu melalui suatu
negosiasi di antara mereka, namun
kecenderungan makin memperlihatkan bahwa
banyak kontrak di dalam transaksi bisnis yang
terjadi bukan melalui proses negosiasi yang
seimbang di antara para pihak, tetapi kontrak
itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah
menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu
formulir kontrak yang sudah dicetak dan
kemudian disodorkan kepada pihak lainnya
untuk  disetujui dengan  hampir tidak
memberikan kebebasan sama sekali kepada
pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas
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syarat-syarat yang disodorkan. Kontrak yang
demikian ini dinamakan kontrak standar atau
kontrak baku atau kontrak adhesi.®

2. Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

Pasal 62 ayat (2) Pelaku usaha yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1),
Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d
dan huruf f.

Penggunaan  teknologi  tinggi  dalam
mekanisme produksi barang dan/atau jasa akan
menyebabkan makin banyaknya informasi yang
harus dikuasai oleh masyarakat konsumen. Di
sisi lain mustahil mengharapkan sebagaian
besar konsumen memiliki kemampuan dan
kesempatan akses informasi secara sama
besarnya. Apa yang dikenal dengan consumer
ignorance, yaitu ketidakmampuan konsumen
menerima informasi akibat kemajuan teknologi
dan keragaman produk yang dipasarkan dapat
saja dimanfaatkan secara tidak sewajarnya oleh
pelaku usaha. Itulah sebabnya, hukum
perlindungan konsumen memberikan hak
konsumen atas informasi yang benar yang di
dalamnya tercakup juga hak atas informasi
yang proporsional dan diberikan secara tidak
diskriminatif.’

3. Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang  Perlindungan
Konsumen
Pasal 62 ayat (3) Terhadap pelanggaran yang

mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat

tetap atau kematian diberlakukan ketentuan
pidana yang berlaku.

Tidak mudah mengharapkan kesadaran
pelaku usaha yang pada dasarnya memegang
prinsip ekonomi meraih keuntungan yang
sebesar-besarnya dengan modal sekecil-
kecilnya.Prinsip ini sangat potensial merugikan
kepentingan konsumen, baik secara langsung
maupun tidak langsung.Oleh karena itu,
diharapkan  undang-undang  perlindungan
konsumen dapat melindungi kepentingan
konsumen secara integratif dan komprehensif

® Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di
Indonesia, Pascasarjana,FH. Ull, Yogyakarta, dengan FH UlI
Press Yogyakarta, 2009, hal. 53.

7 Ibid, hal. 35.
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serta dapat diterapkan secara efektif di
masyarakat, sehingga tujuan dari undang-
undang ini, yaitu terciptanya perekonomian
yang sehat dapat tercapai.?

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini
mendapat cukup perhatian karena menyangkut
aturan-aturan guna mensejahterahkan
masyarakat, bukan saja masyarakat selaku
konsumen saja yang mendapat perlindungan,
namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang
sama untuk mendapat perlindungan, masing-
masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah
berperan mengatur, mengawasi dan
mengontrol, sehingga tercipta sistem yang
kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain
dengan demikian tujuan mensejahterahkan
masyarakat secara luas dapat tercapai.’

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Akibat Melakukan Pelanggaran Atas Hak-
Hak Konsumen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat:

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal
17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf
e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal
16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan
luka berat, sakit berat, cacat tetap atau
kematian diberlakukan ketentuan pidana
yang berlaku.

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya
menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip
ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-
besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban

8Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) Op.Cit,
hal.iv.

° Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum  Perlindungan
Konsumen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
2008.hal. 1.
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untuk mematuhi peraturan hukum di bidang
ekonomi yang digunakan pemerintah guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
keadilan sosial.'

Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya
pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah
kepada era globalisasi telah memberikan
peluang akan  tumbuhnya  perusahaan-
perusahaan transnasional untuk memainkan
peranannya. Peran korporasi tersebut sering
dirasakan bahkan banyak mempengaruhi
sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak
yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif
dan negatif, namun dampak yang bersifat
negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan
saat ini. "' Korporasi banyak memberikan
kontribusi bagi perkembangan suatu negara,
terutama di bidang ekonomi, tetapi korporasi
juga tidak jarang menciptakan dampak negatif
dari aktivitas seperti pencemaran lingkungan,
memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh
dan penipuan.Oleh karenanya dampak tersebut
yang telah menjadikan hukum sebagai pengatur
dan pengayom masyarakat harus memberikan
perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas
korporasi tersebut.*

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan
kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi
dalam konteks hubungan di antara dewan
direktur, eksekutif dan manager di satu pihak
dan di antara pihak. Anatomi kejahatan
korporasi sangat kompleks yang bermuara pada
motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis
tersebut tersebar pada spektrum yang sangat
luas. Kejahatan korporasi pada umumnya
diperankan oleh orang-orang yang berstatus
sosial tinggi dengan memanfaatkan
kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan
cara kolektif dengan modus operandi yang
halus yang sukar dibandingkan dengan
kejahatan vyang dilakukan dengan secara
individu.”

Korporasi dewasa ini merupakan bentuk
organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi
berkembang menjadi institusi tidak saja dalam

10 Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan
Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta,
2009, hal.59.

" Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik
Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.hal. 2.

“Ibid, hal. 17-18.

Blbid, hal. 23.

dunia bisnis yang mencari keuntungan,
melainkan juga sebagai bentuk organisasi
publik dan swasta yang tujuannya semata-mata
tidak hanya untuk mencapai keuntungan.
Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang
canggih dalam kerjasama dan pengumpulan
modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi
masyarakat primitif yang hanya dilakukan
secara individual atau paling jauh antar
kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan
mengikutsertakan  pihak  ketiga  bahkan
melampaui batas-batas negara.™

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum
formal menyatakan bahwa apabila suatu
perbuatan telah mencocoki semua unsur yang
termuat dalam rumusan tindak pidana,
perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika
ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-
alasan tersebut harus juga disebutkan secara
tegas dalam undang-undang. Ajaran vyang
materil mengatakan bahwa di samping
memenuhi  syarat-syarat  formal,  vyaitu
mencocoki semua unsur yang tercantum dalam
rumusan delik, perbuatan itu harus benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai
perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena
itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan
pembenar di luar undang-undang. Dengan
perkataan lain, alasan pembenar dapat berada
pada hukum yang tidak tertulis."

Sifat melawan hukum perbuatan dapat
dibedakan antara melawan hukum formil
dengan melawan hukum materiil. Suatu
perbuatan yang dinyatakan melawan hukum,
apabila persesuaian atau mencocoki dengan
rumusan delik dan sesuatu pengecualian,
seperti daya paksa, pembelaan terpaksa,
hanyalah karena ditentukan tertulis dalam
undang-undang. Jadi melawan hukum diartikan
bertentangan dengan undang-undang oleh
karena itu cara pandang ini disebut cara
pandang sifat melawan hukum formil.*®

Sebaliknya tidak selamanya perbuatan
melawan hukum itu selalu bertentangan
dengan peraturan undang-undang dan suatu
perbuatan yang  bertentangan  dengan
peraturan undang-undang dan suatu perbuatan

“Ibid, hal. 21.

13 Junivers Girsang, Op.Cit, hal. 12-13.

8. siswanto, S. Politik Hukum Dalam Undang-Undang
Narkotika, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
2012, hal. 207.
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yang bertentangan dengan undang-undang
dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang
tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat
diartikan baik bertentangan dengan undang
maupun hukum di luar undang-undang dan
cara pandang demikian disebut cara pandang
sifat melawan hukum yang materiil."”

Hubungan hukum (rechtsbetrekking, legal
relations) adalah suatu hubungan vyang
dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih,
hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di
antara satu sama lainnya. Hubungan hukum
seperti ini mempunyai tiga unsur vyang
terpenting:'®
a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum)

yang mempunyai hak dan kewajiban yang

saling berhadapan;

b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan
kewajiban itu;

c. Hubungan antara pemilik hak dan
pengembann kewajiban atau hubungan
terhadap objek yang bersangkutan.

Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui
bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat
hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau
hak (bevoegheid) dan kewajiban (plicht).*’

Hukum objektif ialah apa yang lazim disebut
“hukum” dalam percakapan sehari-hari. Kata
“hukum” dalam arti ini menunjukkan seluruh
hukum (corpus juris) yang berlaku dalam suatu
masyarakat. Kata-kata lain yang sering
digunakan sebagai sinonim dengan istilah
hukum objektif adalah tertib hukum atau
hukum positif, sedangkan yang dimaksud
hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh
hukum objektif. Menurut Apeldoorn, hukum
objektif adalah hukum yang berlaku umum
dengan tidak mengingat pada seseorang
tertentu, sedangkan hukum subjektif adalah
hukum yang dihubungkan dengan seseorang
yang tertentu.”

Antara kedua pengertian hukum
tersebut di atas, walaupun dapat dibedakan,
namun tidak dapat dipisahkan satu sama
lainnya. Oleh karena hukum objektif adalah
peraturan hukumnya, sedangkan hukum
subjektif adalah peraturan yang dihubungkan

7 Ibid, hal. 207-208.
8said Sampara, dkk, Buku Ajar Pengantar IImu Hukum,
cetakan Il, Total Media, Yogyakarta, 2011, hal. 141.
19,,.-
Ibid.
%1bid, hal. 142.
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dengan seseorang tertentu dan dengan
demikian menjadi hak berikut kewajibannya,
karena itu Apeldoorn berpendapat bahwa
hukum subjektif timbul apabila hukum objektif
beraksi. Oleh karena hukum objektif yang
beraksi, melakukan pekerjaan, maka pada
suatu pihak ia memberikan hak-hak dan pada
pihak lain ia meletakkan kewajiban.”

Kian ketatnya persaingan dalam merebut
pangsa pasar melalui bermacam-macam
produk barang, maka perlu keseriusan Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
(LPKSM) perlu memantau secara serius pelaku
usaha/penjual yang hanya mengejar profit
semata dengan mengabaikan kualitas produk
barang.”’

Problematika yang  muncul  dengan
kehadiran LPKSM adalah kelanjutan dari fungsi
serupa yang selama ini telah dijalankan oleh
lembaga-lembaga konsumen sebelum
berlakunya UUPK. Ada pandangan kehadiran
LPKSM merupakan bentuk intervensi negara
terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul
dari kelompok masyarakat, namun di sisi lain ia
diperlukan  untuk  memberikan  jaminan
accountability lembaga-lembaga konsumen
tersebut, sehingga kehadiran LPKSM ini betul-
betul dirasakan mafaatnya oleh masyarakat.”?

Hal ini disebabkan oleh masih banyak
produk tidak bermutu dan palsu yang beredar
bebas di masyarakat, apalagi masyarakat
pedesaan yang belum memahami efek atau
indikasi dari produk barang yang digunakan,
misalkan makanan kaleng, minuman botol,
obat-obatan dan masih banyak
lagi.Ketidaktahuan masyarakat dapat memberi
peluang pelaku usaha atau penjual untuk
membodohi masyarakat dengan produk yang
tidak memenuhi standar.?* Oleh karena itu,
LPKSM dan cabangnya di daerah harus
mengontrol dengan sungguh-sungguh kelaikan
produk barang vyang dipasarkan melalui
penyuluhan kepada masyarakat tentang tertib
niaga dan hukum perlindungan konsumen agar
mereka tidak terjebak tindakan pelaku usaha
yang hanya memprioritaskan keuntungan
dengan mengorbankan masyarakat.”

2pid.
2Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, hal. 120.
2pid, hal. 120.
21bid, hal. 120-121.
2bid, hal. 121.

163



Lex Crimen Vol. VII/No. 9/Nov/2018

LPKSM  diharapkan sering melakukan
advokasi melalui media massa agar masyarakat
selektif serta hati-hati dalam membeli produk
barang yang muncul deras di pasaran. Selain
itu, unit pengaduan masyarakat perlu dibentuk
sebagai sarana pengaduan masyarakat yang
dirugikan  dari produk  barang  vyang
digunakan.Hasil temuan LPKSM yang
disampaikan masyarakat juga harus mendapat
tindak lanjut dan penyelesaian secara
tuntas.Diharapkan pula kehadiran LPKSM bukan
justru berpihak kepada pelaku usaha atau
penjual dengan mengorbankan konsumen.”®

Peran lembaga konsumen dalam suatu
negara sangat penting untuk memberikan
perlindungan  terhadap  konsumen.Begitu
pentingnya peran lembaga konsumen ini, pada
kongres konsumen sedunia di Santiago, sempat
mengemuka tentang bagaimana peran lembaga
konsumen dalam memfasilitasi konsumen
memperoleh  keadilan. Untuk menjawab
pertanyaan ini, maka format yang ideal adalah
bahwa perlindungan konsumen akan efektif jika
secara simultan dilakukan dalam dua level/arus
sekaligus, yaitu dari arus bawah ada lembaga
konsumen yang kuat dan tersosialisasi secara
luas di masyarakat dan sekaligus secara
representatif dapat menampung dan
memperjuangkan aspirasi konsumen,
sebaliknya dari arus atas, ada bagian dalam
struktur kekuasaan yang secara khusus
mengurusi perlindungan konsumen.”’

Semakin tinggi bagian tersebut semakin
besar pula power vyang dimiliki dalam
melindungi  kepentingan konsumen.Dengan
demikian, efektif tidaknya perlindungan
konsumen suatu negara tidak semata-mata
tergantung pada lembaga konsumen, tapi juga
kepedulian pemerintah, khususnya melalui
institusi yang dibentuk untuk melindungi
konsumen.?®Seperti diketahui YLKI bertujuan
untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam
bidang penelitian, bidang pendidikan, bidang
penerbitan, warta konsumen dan
perpustakaan, bidang pengaduan serta bidang
umum dan keuangan.?

Sudaryatmo mengatakan peran lembaga
konsumen dalam suatu negara sangat penting

*®Ibid.

2’ Ahmadi Miru, Op.Cit, hal. 94.

2 1bid.

2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,Op.Cit, hal. 198.

untuk memberikan perlindungan terhadap
konsumen.Begitu pentingnya peran lembaga
konsumen ini, pada kongres konsumen sedunia
di Santiago, sempat mengemuka tentang
bagaimana peran lembaga konsumen nasional
dalam memfasilitasi konsumen memperoleh
keadilan. Untuk menjawab pertanyaan ini,
maka format vyang ideal adalah bahwa
perlindungan konsumen akan efektif jika secara
simultan dilakukan dalam dua level/arus
sekaligus, yaitu arus bawah ada lembaga
konsumen yang kuat dan terosialisasi secara
luas di masyarakat dan sekaligus secara
representatif ~ dapat menampung  dan
memperjuangkan aspirasi konsumen.
Sebaliknya dari arus atas, ada bagian dalam
struktur kekuasaan yang secara khsusus
mengurusi perlindungan konsumen.Semakin
tinggi bagian tersebut semakin besar pula
power yang dimiliki dalam  melindungi
kepentingan konsumen.Jadi efektif tidaknya
perlindungan konsumen suatu negara tidak
semata-mata tergantung pada lembaga
konsumen, tapi juga kepedulian pemerintah,
khususnya melalui institusi yang dibentuk untuk
melindungi konsumen.*

Sesuai pendapat tersebut, maka dapat
diketahui bahwa kehadiran Badan Perlindungan
Konsumen Nasional yang bertanggung jawab
langsung kepada Presiden, merupakan bentuk
perlindungan dari arus atas (top-down),
sementara arus bawah (bottom-up) dalam hal
ini diperankan oleh lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat  yang
representatif ~ dapat menampung dan
memperjuangkan aspirasi konsumen. Termasuk
kategori arus bawah adalah YLKI.*!

Pelanggaran atas hak-hak konsumen yang
apabila dilakukan oleh korporasi dapat
menimbulkan  pertanggungjawaban pidana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk
memberikan jaminan perlindungan terhadap
hak-hak konsumen apabila menderita kerugian
akibat perbuatan pelaku usaha.

Bagi korporasi yang telah terbukti secara sah
menurut  hukum  sesuai dengan hasil
pemeriksaan perkara pidana di pengadilan
maka dapat dikenakan pertanggungjawaban
pidana sebagaimana diatur dalam peraturan

1bid, hal. 199.
*pid.
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perundang-undangan. Sanksi pidana yang
dikenakan  terhadap korporasi merupakan
bagian dari penegakan  hukum  untuk
memberikan efek jera dan mencegah terjadinya
perbuatan-perbuatan yang sama oleh korporasi
lainnya yang merugikan hak-hak konsumen.

PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Pelanggaran atas hak-hak konsumen apabila

dilakukan oleh korporasi dapat
menimbulkan pertanggungjawaban pidana,
seperti memproduksi dan/atau

memperdagangkan barang dan/atau jasa
yang tidak memenuhi atau tidak sesuai
dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa
secara tidak benar atau menawarkan barang
dan/atau jasa vyang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang  menawarkan,
mempromosikan, mengiklankan atau
membuat pernyataan yang tidak benar atau
menyesatkan dan menawarkan barang
dan/atau jasa vyang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap
dokumen  dan/atau  perjanjian  yang
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, termasuk melakukan penjualan
yang dilakukan melalui cara obral atau
lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan
konsumen.

2. Pertanggungjawaban  pidana  korporasi
akibat melakukan pelanggaran atas hak-hak
konsumen maka pengurus korporasi dapat
dikenakan pidana penjara atau pidana
denda. Korporasi dapat dikenakan pidana
denda. Terhadap  pelanggaran yang
mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat
tetap atau kematian diberlakukan ketentuan
pidana yang berlaku. Selain sanksi pidana
hukuman tambahan yang dapat dikenakan
berupa: perampasan barang tertentu;

pengumuman keputusan hakim;
pembayaran ganti rugi; perintah
penghentian  kegiatan tertentu vyang
menyebabkan timbulnya kerugian

konsumen; kewajiban penarikan barang dari
peredaran; atau pencabutan izin usaha.
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B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran
atas hak-hak konsumen, maka terhadap
korporasi  diperlukan pembinaan dan
pengawasan oleh pemerintah. Pengawasan
terhadap penyelenggaraan perlindungan
konsumen serta penerapan ketentuan
peraturan perundang-undangannya
diselenggarakan oleh pemerintah,
masyarakat, dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat. terhadap
barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
Apabila hasil pengawasan ternyata ada
penyipangan dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan membahayakan
konsumen, maka pemerintah  wajib
mengambil  tindakan  sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Pertanggungjawaban  pidana  korporasi
akibat melakukan pelanggaran atas hak-hak
konsumen baik terhadap pengurus dan/atau
korporasi perlu diberlakukan sesuai dengan
bentuk-bentuk pelanggaran atas hak-hak
konsumen yang telah terbukti secara sah
dilakukan oleh korporasi. Hal ini untuk
memberikan efek jera bagi pengurus
korporasi dan merupakan peringatan bagi
korporasi lainnya untuk tidak melakukan
perbuatan yang sama di kemudian hari.
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